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ABSTRAK
Masyarakat Tionghoa adalah salah satu golongan penduduk yang 
menurut pasal 131 IS (Indische Staats Regeling) berlaku Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (BW).
Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Hukum 
Waris menimbulkan kesulitan bagi masyarakat Tionghoa. Hal ini berkaitan 
dengansistem kekerabatan, nilai-nilai budaya serta kepercayaan golongan 
Tionghoa berbeda dengan golongan Eropa.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola-pola 
atau kecenderungan yang dipakai  sebagai dasar pelaksanaan pewarisan pada 
masyarakat WNI Keturunan Tionghoa di Kota Pekalongan dan cara penyelesaian 
sengketa pewarisan pada masyarakat WNI Keturunan Tionghoa di Kota 
Pekalongan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 
dengan pendekatan socio-legal-Research melalui pengumpulan data primer dan 
sekunder dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif.
Pelaksanaan pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Pekalongan 
berdasarkan KUHPerdata, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan sama 
sehingga dalam pembagian waris hak anak laki-laki dan anak perempuan sama 
besarnya. Jika ada sengketa, maka cara penyelesaian sengketa pewarisan secara 
musyawarah mufakat dan kalau ada tidak tercapai baru lewat jalur hukum.
Kata kunci  : Pembagian waris, Masyarakat Tionghoa, KUH Perdata
ABSTRACT
Chinese (Tionghoa) is one of groups of citizens that based on the rule 
article 131 1S has civil law.
Being involved in that law, there are some difficulties faced by the 
Chinese (Tionghoa). The difficulties are in line to the systems of culture and 
belief they have which are very different from the European.
The aims of this research are to find out the way of giving heritage from 
the ascendance or the tendency to decide it that has been done by the Indonesian-
Tionghoa in Pekalongan and the ways to solve the problems caused by it.
This is a descriptive qualitative research approach. The researcher found 
out the primer and secondary data in descriptive ways to have the objectives of the 
research. The result of the research shows that the way of giving heritage done by 
the Indonesian-Tionghoa in Pekalongan based on the law used is that the position 
in family level between men and women is the same so that they will have the 
same opportunities and quantities of wealth from the ascendances. If there are 
problema due to the heritage giving, the family will have a discussion to  solve it. 
If it cannot be solved well so they can bring it to court.
Key words : heritage giving, Tionghoa, civil law.
